
LEMBARAN DAERAH KAEUPATEN TABALONG

PER.ATURAN DAERAII KABUPATEN TABATOI{G

NOnilOR. L7 TAHUN 2011

TTT{TANG

PA"TAK PARKIR

DENGAIT ffi TT'IIANYAI{G SfiA}TA ESA

BI'PATI TABAI,OffiG,

Menimbalg : a, bahwa dalam rangka peiaksariaan
ketentuan Pasal 2 aYat 2 huruf g

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2OO9 tentang Pajak Daerah da::
Retibusi Daerah, dan trnfuk

. menggati sumber PendaPatan As[i
Daerah metralui sumber-sumber
penerimaan khususnya berasal
dari penyelenggara Parkir Perlu
menetapkan Paj ak Parkir;

. batrwa berdasarkan pertixxabangan
sebagairnana dimaksud dalam
huruf a, pertu mrernhentuk
Peraturari. Daerah tentang PdeSt
Parki.r;

Mengingat : L, Llndang-Undang Nomor I Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat iI Tanah Lautt, Daerah

/Tingkat
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Tingkat II TaPin dan
Tabalong (Lembaran
Indonesia Tahun L

Ta:rrbaharr Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 2750);

Undalg-Undalg Nomor I Tahun 198 1

tentagg Kitab Undagg-Undang Hulmm
Acara Pidana {I.embaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 1981 Nonror
76, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-
tentang
baran
Tatrun 2OO4 Nomor 125, Tamhahart

a Rryuhlik Indonesia
sebagaimana telah

diubah beherapa kali, terakhir dengart
Undagg-Undang l\[omor 12 Tahun 2008
tentagg Perubahan Ked,ua Atas
Undang-Undapg Nornor 32 Tahun 2004
tentapg Pernerintahan Daerah {Lem-
haral Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo8 Nomor 59, Tamnbahart

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 484ah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2CI04

tentang Perimbangan Keuangart Antara
Pemerintatr Ptrsat dan Pernerintahaft
Daerah {Lembaran Nerara RePublik
Indonesia Tahun 2004 F$ontor 126,
Ta:rrbahan tr embaraa l{egara Republik
Indonesia E{emsr aa38h

I 5, Undang-..,,. a! . e a r i
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I,jndang-Undang Nomsr 22 Tahun 2009
tentang LaIu Lintas dan Anglnrtan Ja1an
(Lembararl Negara Republik [ndonesia
Tahun 2OOg Nornor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O0g
tentang Pqiak Daerah dan Retribusi
Daeratr {Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OOg Nornor l_g0,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O49h

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
tentang Pembentukan Penaturars
Ferundang-undangan {L,embaran Negara
Republik Indonesia Tat*rn 2011 Nomor
82, Tarnbatraa l*mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523ah

Feraturan Femerintfih Noutor zr Tahun
1983 tentang Felaksam.aan Kitab
undang-undang Ftrukurn Acara Pidana
(Lernbargul Negara Republik lndonesia
?ahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lernbaran Negara Repuhlik lndonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pernerintah Nomor EB
Tahun 20 10 tentang Perubahan Atas
Peraturafi Pemerintah Nomor zr TaFrun
2010 tentang Pelaksanaan Kitab
undang-undang Hukrrm Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1G l{onror 90, ?amhahan
Lembaran $egara Republik Indonesia
Namer 51a5!;

f 9, Peraturara... o i c s o. o o n
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9. Peraturan Pemerintakr Nomor 5s ?ahun
2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oos Nomor 140,
Tambaharr Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSZS);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 0g rahun
20 10 tentang Tata cara pemberian dan
Pemanfaatan Insentif pemungutan
Pajak daerah dan Retribusi Daerah
(Lembar€ur Negara Republik Indonesian
Tahun 2o1o Nomor 1Ig, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 516 U;

1 1. Peraturan Pemerintalr Nomor gL Tahun
2c1'o tentang Jenis pdak Daerah yang
dipungut berdasarkan Penetapan
Bupati atau Dibayar sendiri oleh wajib
Pqiak {Icmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1o Nomor tr sB,
Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor S LTgl;

L2. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Fedonean
Fengelolaan Keuangan Daerah,
sebagai.em.ana telah diubah beberapa
ka1i, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor zL Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor
t3 Tahun 2006 tentang Pedomasr
Pengelolaan Keuangan Daerah;

I 13. Peraturanr,,. ,, !, o. !, .
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Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nor:ror
53 Tahun ?;OLl tentang Pembentukart
Produk Hukrrm Daerah;

Feraturan Daeratr Kahupaten Daerah
Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun
199 1 tentang Penyidik Fegarrai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupateu Daerah Tingkat II ?ahalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tabalong Nonror I Tahun
199 1 Seri C Nomor Seri 1I;

Peratura$ Daerah Kabupaten Tabaloflg
Nomor Og Tahun 20OT tentang IJrusan
Pernerintahan Daerah KabuPaten
Tabalong {Itrnbarafi. Daerah Kabupaten
Tabalong Tatrun 2C07 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabu-
patea Tahalong Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 10 Tahun 2CIO7 tentang
Organisasi Perangkat Daenah Kabu-
paten Tabatong {Lembaran" Daerah
Kabupaten Tabalcng Tahun 200? Nom.or
10, Tarnbahan Lembaran Daerah
Kahupaten Tabaloffig Notttor 04);

Peraturarr Daerah Kahupaten Tahalong
Nom.or 02 Tahun 2O1C tentang Pokok-
Pokok Pengelolaaa Keuangan Daerah
{Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2$1ff Nomor frZ, Tambalaart
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor O1);

l Dengan
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Dengan Persetujuan Bersama

DEUTAIS PERWAKILAI{ RAI{YAT DAER.*TI
KABUPATEN TABATOI{G

Menetapkan :

dan

EUPATT fABATOffiG

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DA',ERAH TENTANG
PAJAK PARKIR.

BAB T

KETENTUAN UMUM

Pasatr 1

Dalarrr Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

I. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Peulerintah Daerah adalah bupati d,an perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara permerintahan
daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat yarrg ditur{uk adalatr Pejahat dilinghngan

Pemerintah Daerah yarrg berrnrenang atau diberi
tugas dalarm bidareg peqpajskan daeratr sesuai
dengasl penaturan pefiErdang-undaagan.

f 5, Badan
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Bad,an adalah seklrrnputan orang dan f ata.u modal
yang firerupakan kesatuan, baik yang melalmkan
usrha maupun yang tidak melaktrkan usaha yang

meliputi perseroan terbatfls, perseroan korna:rditer,
perseroan lainnya, badan usaha rnilik negara

inunaN), atau bada, usaha rnilik daerah (BUMD)

dengag nafiIa dan dala:rr bentuk apapur3", firnta,
kon[si, koperasi, dana pensiun, Perseklrtuan,
p"ttormpulatl, yayasan, organisasi mas$a, organisasi
sosial pbtitft, atau organisasi lainny&, lepbaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetaP.
pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah
kontribusi wqiih kepad.a daerah yang terutang oleh
oraftg pribadi atau badan yang bersifat mernaksa
berdasarkan undang-undang, deil.gan tidak
rnendapatkan imbatran secara langsung dart
digtrnat *, untuk keperluan daerakr b,agr sebesar'
besarnya kemaknruran rakYat "

7. Fajak parkir adalah pa.iak atas penyelenggaraan
ternpat parkir di luar badan jalan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha ffiaupun
yang disediakan sebagai suatlr usaha, termasuk
penyediaan ternpat penitipan kendaraarr bermotor.

8i parkir adalah keadaafl tidak bergerak suatu
kendaraan yang tidak bersifat sementara-

g. surat pernueritahuncur Pajak Daerah vem;B

selanjutnya disingkat SFTPD adCah s'-":;: '-'
urajib pajald di$rnakafl un i'* -':

penghitungan dan f atau pemba'r-ilr'-'
pqiak Can laJ,;att bukan oQjek ?a:a-'' r

dan kewajiban sesuai Cengc
perundang-undangan pe rP q eEff.
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1c. Surat Setoran PEak Daerah, ymg seialjutnya
disingkat sspD adalah bukti pemblyaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukafi dengan

neenggunakan forrnulir atau telatr dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah rnelalui tempat penebayaran

yang ditunjuk oleh buPati.
1 1. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang tsayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokoh pajak, jumlah kredit paj+, jumlatr
i<elnrrangafl pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi aAministratif dan jumlah pajak yang masih
harus d.ibayar.

lz.surat Ketetapan pqiak Daerah L,ebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketet*p* pajak yang menentukan jumtrah kelebihart
pembayaran pqiak karena jumlah lcredit p{ak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

13. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Hayar
Tarnbahan yang selanjutnya disingkat SKPDKtsT

adalah surat ketetapan pajak yang ffilenentl,rkan
tambahan atas jurnlah pajak yang telah ditetapkart'

14. surat Ketetapan pdak Daerah Nihit yang

selagjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan
pajak yang nlellent-l-lkan jumlatr pajak sal3,ra

besarnya dengan jurntah X<redit pajak atau pajak
tidak terrtang dan tidak ada kredit paja3<,

15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutrt,ra
disingkat STPD adalah surat untuk melalrukan
tagihan pdak Can/atau sanksi administratrf berupa
bunga dan/atau deada.

l6.Kas 
-Daerah 

adalah Kas milik Peraerintah Daerah.

/BAB iI
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BAts II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Denga-n nanra pqiak Parkir dipungut pajak atas

penyelenggaraan tempat parkir diluar badafl jalan, baik

V*rL Aiseaiakan# berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakarr sebagai suatu usaha,
terrnasuk penyediaan ternpat penitipan kendaraan
bermotor.

Pasal 3

(U Objek pajak adalah penyetrenggaraan ternpat parkir
diluar L*a*r, jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan, pokok usaha rnaupun yang disediakart
sebagai Juatrr usalra, termasuk penyed.iaan ternpat
penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek
pada ayat (L) adalah :

paj ak sebagaima:aa dimaksud

a. penyelenggaraan temPat
dan Pemerintah Daeratr;

parkir oleh Pemerintah

b. penyelenggaraalt tempat, parki.r oleh perkantoran

V*r-S hanya digunakan untuk karyafiran sendiri;
c" penyelenggaraan tempat park{r otreh kedutaart,

k*tts*lat, dan peruuakilan negara asing clengan

asas timbal balik;

Pasal 4

(U Subjek pajak adalah oralr,g pibaai atau badan yang
melakukan parkir kendaraarr berinctcr "

It2) lvajib



(21

'10r

Wdib pdak adalah orang pribadi atau badan ya::g
menyelenggarakan tempat parkir,

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah
pernbayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
penyelenggara tempat parkir.

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (U termasuk potongan harga
parkir dan parkir cuma-cum.a yang diberikan
kepada penerima jasa parkir.

IU

(2t

Tarif Pajak Parkir
persen) .

Pasal 6

ditetapkan sebesar 20 o/a (dua puluh

Pasal 7

Besaran pokok pajak yarrg tenrtang dihitung dengan
cara rnengalikan tarif sebagaimana dirraksud dalam
Pasal 6 dengan dasar pengenarul pqiak sebagaima$a
dimaksud dalarn Pasal 5.

/BAB IV
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BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal I

Pajak Farkir yang terutang dipungut di wilayah daerah
tennpat parkir berlokasi.

BAB V

MASA PAJAK DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

|Iasa paiak adalah jangka waktu I {satu} bula*
kalender atau janska waktu lain yang diatur dengan
Peraturarr Bupati paling larrra 3 ttiga) bulan katrend*r,yang menjadi dasar basr w4iib pajak untuk
menghitung, lnenyetor dan melaporkan pqiak yang
terutang.

Pasal 10

setrap rva5iib pajak penyetrengga.ra perkir wajib
mengisi SPTPD.

SFTPD sebagaimana diraaksud pada ayat {1} ha-rus
diisi dengan jelas, benar dag le,,gk*F serta
ditandatangani oleh wqiib pqiak atau kuasanya.
SPTPD sebagairnana dimakstrd pada ayat (U, harus
disam.paikan kepada hupati selambat-iasrbatnya ls
(lima belas) hari setelah berakleirnya masa pajai{.

I $l Ketentuafl.. , , c...,.

(U

(21

(3i
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(4) Ketentuan lebih larrjut mengenai bentuk, isi dan tata

cara pengsian spTpD diatur dengan Perahrrars

Bupati.

Pasal 11

Setiap wajib pajak membayaf pa.iak yang terrrtang

dengan dibayar sendiri otetr wajih pajak berdasaskan

peraturan perundarrg-undangan perpqi akart'

Pasal L2

(t) Dalam jangka waktu 5 flima) tahun sesudah saat

terrrtang$ya paiak, bupati dapat menerbitkart
a. SKPDKB dalarn hal :

tI jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterafrgart lain, pajak yang terutang atau

kurang hayar;
z) jik" sFmn ddak disampaikan kepada bupati
'"Jd** janska waktu ls (lima belas) hari d'aB

setelah ?it*gur secara tertulis tidak

d.isarrrpaikan pada warctunya sebagairnana

ditenflrka$ dalam surat teguran;
B) jika kew4iiban mengisi sF,rpD tidak dipenuhi,

' "pqiak yaflg terrrtagg dihitung seca,ra jabatan'

b. SKPDI(BT jika ditemukan data baru dan/atau

data yang semula belum tenrngkap yang

ror*rry*babliap jurnlah paiak yang temtffig;
c" srpbu jika jumlah pa,iak ya,,g tenrtaflg sa*ra

besarnya denia* jumiatr kredit pqiak atau pajak

tidak terutang Orn tidak ada kredit pqiak'

l12) .Iumiah
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{Zl Jurnlah ke}nrrang€ur pajak yang tertrtang dalam
SKPDI{B sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurerf
a angka U dan apgka 2l dikenakan sagksi
administratif ber:upa bunga sehesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang lmrang atau
terlalrrbat dibayar untuk jangka waktu paling larna
24 (dua puluh empat! bulan dihitung sejak saat
tertrtarignya p4iak,

(3) Jumlah kekurangan pa.iak yang tenrtang dalam
SKPDIffiT sebagaimalra dimaksud pada ayat (1)

hunrf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% {seratus persen} dari jumlah
kelmrangan pqiak tersebut.

(4) Kenaikan sebagairnan"a dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan jika W4iib Pqiak metaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan,.

(5) Jumlafl pqiak yffiLg terutang dalam SI(PDI{B
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a anska
3) dikenakan sanksi. administratif berupa kenaikan
sebesar 25o/o fdua puluh persen] dari pokok pajak
ditambat] sanksi adnrinistratif berupa bunga sebesar
2o/o {dua perser:"} sebr.llarr dihitung dari pajak yang
kurang atau terla:rrbat dibayar untuk jangka waktu
palins lama 24 {duapuluh ettrtr>at} bulan dihihtng
sejak saat terutangnya pajak.

BAB VI

TATA CARA PEI\IBAYARAN DAI-{ PENAGIHAN

Pasal 13

t I) Pemungutan pajak dil.,arang diboronglcan.

I tzi Fentb ayastrL e. s... c. e,,



L**

l1l pernbayaran pqiak dilakukan di kas daerah atau
tempat tain ya$g ditunjuk oleh bupati sgsuai wakhr
yang ditenflrkan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT

dan STPD,

(g) Apabila pembayaran pajak dilahkan ditempat lain
ya31g ditunjuk, hasil penerimaan pajak lq** disetor
i.* t as daerah selarnbat-lambatnya I x}4jam,

(4) pembayaran pqiak sebagaimana dimaksud pada ayatI ' (U dal ayat (2) dilakukan dengan menggunakart
SSPD.

(S) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatarrgani oleh wajib pajak atau
kuasatrLya,

(6) SSpD waiib disampaikan kepada instansi/pejaloat
yang berwenaflg.

(?) Ketentuan lebih lar$ut mengenai bentuk, isi dan tata
cara penssian dan penyampaian SSPD sebagaimana
dimaksud pada ayat {4} diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 14

(U Setiap pembayaran pqiak sebagaimana dimaksud
dala:rl Pasal 13 ayat t2) diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerinoaan.

(Z) Ketenhrag lebih lanjut ffiengenai bentuk, jenis, isi,
ukuran tagda br-rlcti pennbayaran dan bular
penerirnaag pdak sebagairmana clirnaksud pada ayat

itl diatur dengan Fepatura11 Elupati.

/ Pasal 15
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Pasal 15

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
a ' 

a. pqiak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. dari - hasil pemeriksaaan SPTPD terdapat
kekurangan pimbayaran pajak sebagai akibat
salah tulis dan I atau salah hitung;

c. wajib pajak d,ikenakan sanksi admiaistratif
berrrpa bunga danlatau d'enda'

(Z) Jum1ah kelmrangan pajak yang tefirtang dalam

STPD selcagairnana Airnatosud pada ayat (1) huruf a
dal hurtrf b ditarrbah dengan sanksi administratif
benrpa bunga sebesar 2o/o (dua pers€q) setiap bulart
gntuk palinE lalrra 15 {lima belas} bulan sejak saat

telrrtarrgrtya Paiak'

Pasal 16

tl) Bupati rnenentukan tanggal jatuh tenrpo peEE-L 
hayar afi dag penyetoran pajak ya:rg tertrtang paling
lama s0 (tisa puluh) hari kerja setelah . sa.a.t

ter:trtangnya Padak

(2) sKpDKts, sKpDIffiT, srpD, surar Kepuhrsan
pembetulag, Surat Keputusan Keberatan dar}

Rrtusan Banding yang menyebabkan jurnlah pajak
yang harus dibayar bertambeh #refl.tpakan dasar
penaghan pqiak dan ha-rus dilunasi dalam jatrska
**r.t[ paHng lanna ]. {satu} bulan sejak tanggal
diterbitkan.

tSI Bupati atas permohonan urajib pqiak setelah

rftenxenghi peisyaratasr yff:rg ditentr'rkan dapat
memberikag perJetujuasr kepada wajib pajak unttlk
mengangsur atau merrunda peEbayarasl pajak
dengfin 

-dikenakan bunga wbesar To/a {dua persen}

sebulafi..
I {41 Kgtgntt}atr}.,, ... . .. .

F

I
E



ta.te cara
pemlbavararl,
pajak dianrr

Pasal LT

(1) Pajak yang terutang berdasarkag SKPDICB'

SKPDKBT, Srpn, surat Keputusan Pembefulan,

Surat Keputusan Keberatan dan hlffisan Banding

yang ddak atau kurang $b1far oleh wqiib pajak

badi waktunya dapat diiagih dengan surat Paksa.

{zl penagihan pqiak dengan Surat Faksa dilaksanakasr

berd.asarkafi peraturan perundang-und,an gan. .

BAB VII

I(ADALUARSA

Pasal 18

(1) I'Iak untuk nrelakukan penagihari pqiak menjadi

kadaluarsa setelalr melarnpaui jangka waktu 5 (Iima)

tahun, terhitung sejak saat terutaflglya pajak,

kecuaii apahila- waffi pajak rrrelalnrkan tindak
pidana dibidang perpqiakan daerah.

Kadaluarsa penagihan p4iak sebagaimana di$laksud
pada ayat {1} tertangguh aPabila :

a. diterhitkarr surat teguraxl dafl/atau surat paksa;

atau
b. ad,a pengalrran utagg tr{ak ds1.i wajih paiak b'aik

langsung il?aupun tidak langsrrng.

i (3) D alean

(2)
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(3) Dalam hal diterbitkan sura', Tegu: t- ilEj: 7--z;-)-

surat paksa sebagaimana dimaksuo caca a','a-! :
hUrUf a, kadalUarsa pena ai-] C"ihi tu: * : -' 3--;

tanggal penyampai ari sUrat Paksa terse'cu:

(4) Pengakuan utalg pajak sec ar^ la:-ES *1=

sebagaimalla difirak;ud pada ayat t2\ hur';f I a':z't-
waji6 Pajak dengan kesadarannya rne Il\ ar'e--ia--

masihmemp,,*y*tutarrgpqak.car:oe:.u=
melunasiny* k.pada Pemerintah Daerah'

(5) pengalnran utang p4ak -secara 
tidak langsung

sebagairnana dimaks.rd paCa ayat t2]! huruf b dap a:

diketlhui d.ari pengaiuan p rrnohonari arlgsuraii

atau pengndaarr pembayaran dap perrnohcnaii

keberatan oleh w4iib Pajak'

Pasal 19

(1) piutang pajak yalIg tidak nrrungkin cmgir: '-*;

karena hak urrtuk- melakukan penagihil s *:'-"
kadaluarsadapatdihapuskatrr.

tzl Penglrapusan piutaflg p*i*k sebagartT,er,a r-:2;-: - :

, 
padl ayat (1] ditetapkap dengan Keputusajr = -: -1 

"

(3) Keteratuan lebih traljut ffiIen gena* "' ?' ? !:' '

penghapusag piutang p*i*k ya3=g su c; '1 
".:' - :- : " : :

dia#r d,"rrgan Peraturafi, BuPati,

BAB VIli

SANKSI ADMINiSTF_:.S:

Pasal 2A
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(U Jum1ah kekgrangan Paiak ygng terutallg dalam

SKPDI{B drkenat ag sarrksi adrninistratif ber"upa

bunga sebesar zo/a {dua persen} sebula* dihihmg

dari pajak yang larrang- atal tertambat dibayar

untuli irrr*k" *"t t, pJFg Fma 24 (dua puluh

empat) buran dihitung seiakiaat tenrtansrya pajak.

{21 pai+ .yang tsrrtang dalarn

sanksi adnrinistratif benrPa

kenaikan sebesar l0o % (seratus persen) dari jtrmlaLr

kekrrrangan Paj ak tersebut'

tg) Kenaika* sebagaimana. dimaksud pada lvat (2) tidak

dikenrt *, jid wajib pqiak melaporkan sendiri

sebelum dila:mrt<an tinaatan pemeriksann .

(4) Jumlah pajak yang terutang d** SKPDKB

sebagaimarra diruaksud padl qaial rz ayat (1) h.rruf

a *rli" B) d,ikenakan santsi administratif bemPa

kenaikan sebesar zs% (dua puluh lima perlel) dari

por<"[ pa.iak ditarnbah'sanksi administratif bemPa

uung" **u*sar zolo tdua persen) sehulan dihifimg

dari p4ak yang lnrrang atau terlambat dibayar

untuf fugk" *rf.tr prlit*S lama 24 (dua pul,h
empat) bura* dihitung *ujakiaat teruta*srya pajak'

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAI{

Pasal 21

(1) Instansi yang nrelaksanakan pemungutan pajak

aapat diberil- insentif atas dasar pencapaian

kinerja tertentu'

l12l Pemhgrian. i. .,,.,., e.



tzl

(3)

)19r

Pernberian insentif sebagairnana dimaksud pada
ayat (U ditetapkan melalui Angg atarT Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pernberian dan pemanfaatan insentif sebagaimarra
dimaksud pada ayat (U diatur sesuai peraturan
perundarrg-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDI}(A}{

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyrdik untuk melakukan penyrdikan tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagairn atrla
dimaksud dalam Undang-Undang Hukurn Acara
Pidana.

tzl Wewenang penyldik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. filenerima, rnencffii, mengumpulkan, dan
fireneliti keterangan atau laporan berkenaaJl
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laporarr tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, rnenctri, dan mengumpulkan
keterangan firengenai orang pribarii atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungarl dengan tindak pidana peryajakan
daerah;

c. rnefirinta treeterangan dan bahan bukti dari orar:g
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;

f d. mefilgriksa.,... e ,, ., o . r {

(u
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d.. merneriksa bukrr, cat.atan' darr dokrrmen lain

berke*aan denga* ti;;rk pidarra di bidang

perpajakan daerah;

e. metalnrka, p*igg"ledahan unhrk meadapatkart

bahan bukti pemhukrran' Pencatatarr' dan

dok*ilIer, Lain,* T+; **talrukan penyitaart

t*rn*a"Pbahanbuktitersebut;
f. merninta barrtuan ,-"*; a*i dalam ra*g!<a

petaksarraan,tugas -p*rryrgikarr 
tindak pida*a di

bidang PerPEakan daerah;

g..menyuruhberhentidarr/ataumelaraflg
seseorafl ****Sg'lkan rtral:.gan ternpat

pada saat pemeril.*aan seda*g-uolarlgstrng dart

,,lerneriksa identitas orang' 
-benda' danlatau

dokumen Yang dibawa;

h.metTlotretSeseorarrSyall8berkaitandengart
tirrJuf. Pid*tta Peqpaj a$arr daerah;

i. Ecernangsl or*rrg *nt-rk didengar keterangan*ya

dan aiperiksa --ts"g*i*i**gka atau saksi;

j, **[ti*"tift*tt penyrdika$; dan/ atau

k. metalnrka* tinaarca* lain yang- perlu untuk

kelancaran penyrdik; ti"a# piA*rt* di bidang

I erpajaka, 
- 
dairah sesuai dengan ketentuart

peraturan Pefl'rndanfundangarr'

(g) peny.rdik sebagaimana dimaksud pada ayat t1)

memberitahud* dinnulainya penyrdika* darr

nlenyampaika*- hasit penyroll.arunya kepada

penunfirt umurn melatul 
- 
renyldik pejabat Potisi

Negara Republik Indonesia, sesuar denga* ketentua*

yang diatur dalam unou*g-undeng Hurnr* Acara

Pidarra.

/BAB XI
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BAB }C

SANKSI PIDANA

Pasal 23

(U Wqiib pqiak yang karena kealpaannya tidak
rnenyampaikan SPTPD atau mengisi dengarn tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga Elerugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lalrra 1 {satu} tatrun atau pidana
d.enda paling hanyak 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar-

t?,l Wajib p4iak ya:rg dengaffi sengqia tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengfuap atau rnelarnpirkarl
lceterangan yang tidak benar sehingga rnerugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahnn atau pidana
denda paling barryak 4 {empat} kati jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

t3) Tindak pidana di bidang pefpajakan daerah tidak
dituntut setelah mela:mparai jangka rnraku 5 tlima)
tahun sejak saat terutafl#lya Pajak atau
beralrtrrirnya rna$a pqiak atau beraktrirnya tahun
paj ak yang bersangkntartr.

EAB XII

KET'ENTUAi{ PENUTUP

Pasal 24

/Pada
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Fada saat peraturan Daerah ini mulai berlakr, rnaka

peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun

2OO1 tenta*g pajak parkir (L"Tpalan Daerah Kabupaten

Tabalong taf,un 200 I tvorntr 09, seri B Nomor seri 01)

dicabut Ean dinyataka* tidak bertalru'

Peraturan Daerah
diundangkart.

Fasal 25

ini mulai berlaku Pada tanggal

oraI.ig rnengetahuioY&, nnernerintahkart

Perahrr*ri Daeral ini dengart

Tabarong. 
a daram Lembaran Daerah Kabupaten

DitetaPkan di Tanjung

Pada tanggal27 Desember 2011

BUPATI TABALONG,

CaP. ttd''

H" RACETMAT{ R.ASf,SYT

Diundangkan di Tanjung
pad.a trr*Egal 27 Desember 201i'

SEKHSTSR'IS D
Ef,AtsTIPATEST NG,

-JH. AtsDEI- E

LEMBAIRT{N DAERAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2O11NCMOR L7


